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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Desa memiliki hak otonomi yang 

memberikan wewenang dalam pengelolaan keuangan sendiri dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan 

masyarakat desa. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi 

pemerintahan dalam bagian sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang 

dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggaran pemerintahan desa.  

 Pelaksanaan atas otonomi desa didasari atas pertimbangan bahwa pemerintah 

desa lebih mengerti dan mampu memahami serta mengetahui kebutuhan 

masyarakat desa. Masalah yang perlu diperhatikan dalam otonomi desa yaitu 

pengelolaan atas keuangan desa secara optimal yang terdapat dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikelola berdasarkan peraturan 

yang berlaku. 

 Dengan pemberian wewenang tersebut diikuti juga dengan tuntutan 

pelaksanaan akuntabilitas di bidang akuntansi sektor publik agar tercapainnya good 

governance di pemerintahan desa. Tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah 

desa memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa sehingga 

informasi yang didapatkan dapat dihandalkan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 
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bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi yang diberikan 

terbebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan matrial dan menyajikan fakta 

secara jujur dan serta dapat diverifikasi.  

 Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018, Keuangan desa merupakan segala 

sesuatu pendanaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari pemerintah 

desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang. Dalam UU No. 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara pendekatan untuk merumuskan keuangan negara dengan 

melihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. 

 Dengan diberikan wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan 

pengelolaan keuangan sendiri pemerintah desa diharapkan dapat mengelola 

keuangan secara professional, efektif, dan efisien serta akuntabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang belaku. Dengan 

tujuan untuk mempercepat pembangunan desa, pemerintah pusat memberikan dana 

desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut masih 

dipertanyakan. 

  Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 72, Selain pendapatan Dana 

Desa (DD) yang berasal dari APBN. Desa juga memiliki sumber pendapatan lain 

yang terdiri dari transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak 

dan retribusi Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBD 

Povinsi/Kota, Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong. 



3 
 

 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan mengatakan 

pada APBN tahun anggaran 2020 Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa 

(DD) sebesar 72 trilliun Rupiah untuk 74.953 desa yang ada di Indonesia, yang 

berarti besaran jumlah rata-rata yang diterima desa atas Dana Desa sebesar 960,6 

juta Rupiah. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang rata-rata 

diterima desa atas Dana Desa Sebesar 933,9 Juta Rupiah. (Sakti, 2021) 

 Dengan jumlah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun 

pendapatan lain kepada pemerintah desa cukup besar, maka bukan tidak mungkin 

untuk terjadinya penyelewengan keuangan desa. Dalam Permendagri No. 20 tahun 

2018 dalam pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya harus memenuhi 

akuntabilitas yaitu asas akuntabel, transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin 

anggaran. Dalam pelaksanannya pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) yang telah digunakan dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan APBDes. 

 Mengenai pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 

Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Memberikan pengertian 

pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah serangkaian kegiatan yang meliputi 

keseluruhan kegiatan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan desa yang 

baik diharapkan dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpangan 

atau penyelewangan atas keuangan desa sehingga dapat terwujudnya pembangunan 

desa. 
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 Dalam penelitian-penelitan sebelumnya masih terdapat berbagai masalah 

dalam pengelolaan keuangan desa seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Lumingkewas, Kalangi dan Gerungai (2021) pada desa Taraitak yang menunjukan 

adanya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan dalam perencanaan 

Rancangan APBDes serta kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-

aturan yang baru pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. 

 Masalah juga terdapat pada penelitian Ferarow dan Suprihanto (2018) 

menemukan permasalahan pada Desa Tlogoadi yang belum mewujudkan 

pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Beberapa kendala 

yang dihadapai yaitu belum efektifnya pembinaan terhadap aparat desa, kurangnya 

pengawasan, kurangnya personil serta kurangnya pemahaman atas peraturan yang 

berlaku. 

 Pada Penelitian Suwarno (2019) menemukan permasalahan terdapat 

kekurangan dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan pada desa yang berada di wilayah Kecamatan Cilongok. Dikarenakan 

beberapa faktor yang menghambat yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia 

(SDM), Sistem informasi yang belum memadai serta regulasi terkait pengelolaan 

keuangan desa yang belum lengkap. 

 Pada penelitian Astawa dan Budiasih (2019) menemukan permasalahan 

pengelolaan keuangan desa dari Desa Dauh Peken pada tahap perencanaan 

pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang tidak sepenuhnya 

menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang 

seharusnya menjadi pedoman dalam menentukan program/kegiatan dalam 
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pembangunan desa. Dalam tahap pelaksanaan ditemukan dalam penerimaan dan 

pengeluaran anggaran belum disertai dengan dokumen dan bukti-bukti yang 

mendukung yang sah. Serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban 

APBDes ditemukan masih terdapat kesalahan dalam pertanggungjawaban 

administrasi keuangan desa, dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

tidak disetorkan sebagai pengeluaran pembiayaan. 

 Hutapea dan Aysa (2017) yang melakukan penelitian pengelolaan keuangan 

desa terhadap enam belas desa yang berada di wilayah Kecamatan Adiankoting. 

Pada penelitian tersebut ditemukan bawah pemerintah desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Adiankoting belum sepenuhnya menjalankan prinsip partisipasi 

masyarakat dikarenakan masyarakat belum semuanya terlibat atau berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung serta 

masyarakat desa belum melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja 

pemerintah desa. Serta, pemerintah desa pada wilayah Kecamatan Adiankoting 

belum terbuka dan transparan tentang keuangan desa yang digunakan. 

 Firmansyah (2018) yang melakukan penelitian penerapan pengelolaan 

keuangan desa pada Desa Rawa Burung menemukan permasalahan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa lebih didominasi oleh kepala desa bukan bendahara. 

Hal ini di dikarenakan kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen 

keuangan desa, deskripsi kerja yang tidak jelas dan kualifikasi kompetensi kerja 

serta kecilnya gaji yang diterima administrasi sehingga mengurangi motivasi aparat 

desa dalam bekerja. 
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 Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada penelitian-penelitian yang 

terdahulu maka pentingnya meningkatkan penelitian yang terbaru mengenai 

pengelolaan keuangan desa apalagi seiring berjalannya waktu terdapat peraturan-

peraturan terbaru yang membuat pengelolaan keuangan desa selalu berubah dan 

diharapkan semakin membaik sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat 

terlaksana dan menghasilkan laporan keuangan desa yang akuntabel. 

 Pada saat ini untuk aturan APBDes tahun 2020 menggunakan Permendagri 

No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa atas perubahan aturan 

sebelumnya yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pemberlakuaan atas 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 terhitung mulai dari 1 Januari tahun 2019 dan 

perlunya disosialisasikan kepada aparat desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

khususnya Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa sehingga dapat terealisasi 

penerapannya kepada aparat desa. 

 Desa Ulak Kembahang Dua merupakan desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. 

Perangkat desa pada Desa Ulak Kembahang Dua sangat terbuka dan bersedia untuk 

dijadikan objek penelitian, sehingga dalam penelitian ini Desa Ulak Kembahang 

Dua menjadi sampel penelitian yang tepat untuk melihat implementasi Permendagri 

No. 20 tahun 2018 dalam pengelolaan desa sudah sesuai atau belum. Mengingat 

keuangan desa merupakan amanah yang diberikan dan diterima melalui pajak serta 

perolehan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk pembangunan 

dan perkembangan masyarakat desa yang sejahtera dan merata. 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah “Analisis 

Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 

Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan 

Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil 

perumusan masalah pada tulisan ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang 

Dua? 

b. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak 

Kembahang Dua dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

a. Mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses pengelolaan keuangan 

desa pada Desa Ulak Kembahang Dua. 

b. Mengetahui kesesuaian proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak 

Kembahang Dua dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

a. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti tentang 

pengelolaan keuangan pada Desa Ulak Kembahang Dua, serta dapat 

menambah pengetahuan mengenai teori dan praktik tentang pengelolaan 

keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. 

b. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi ilmiah tentang 

kajian akuntansi keuangan desa mengingat perlunya meningkatkan 

pengetahuan tentang akuntansi di sektor pemerintahan. Serta dapat dijadikan 

refrensi selanjutnya kepada penelitian dengan tema yang sama. 

c. Pemerintah Desa Ulak Kembahang Dua 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan masukan 

kepada Pemerintah Desa Ulak Kembahang Dua dalam proses pengelolaan 

keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang Dua berdasarkan  

Permendagri No. 20 Tahun 2018. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan penelitian skripsi ini tersusun dengan teratur dan terstruktur, 

maka dibuatlah sistematika penulisan dalam penelitian ini: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini berisikan latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua dalam penelitian ini berisi teori-teori maupun konsep-konsep 

yang penting yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Bagian ini juga 

memuat penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan judul yang dibahas 

serta kerangka berpikir dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga dalam penelitian ini berisikan jenis, lokasi, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat dalam penelitian ini berisikan gambaran umum organisasi 

yang dijadikan objek penelitian serta memaparkan hasil dari analisis yang 

dilakukan oleh peneliti. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang 

telah dipaparkan dari bab sebelumnya serta saran yang peneliti dapat berikan 

kepada objek yang diteliti. 
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